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BAB I PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menganut asas desentralisasi yaitu pemerintahannya memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dengan demikian, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Sumber-sumber pembiayaan dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain. Sumber Pendapatan Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari wilayah daerah yang bersangkutan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, Deviden dan Penjualan Saham milik daerah serta sumber pendapatan lain yang sah.

Salah satu langkah guna mengantisipasi era globalisasi adalah pembenahan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu dalam konteks kebijakan fiskal khususnya mengenai perpajakan daerah harus diupayakan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dengan daerah. Salah satu bentuk harmonisasi tersebut adalah sinkronisasi Sistem dan Struktur Perpajakan Pusat dan Daerah melalui reformasi Perpajakan Pusat dan Daerah, yaitu untuk lebih memberdayakan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah agar mampu menjalankan otonominya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hasil reformasi perpajakan yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendataan, memperbaiki sistem administrasi dan retribusi daerah, mengklasifikasikan retribusi, serta menyederhanakan tarif pajak dan retribusi daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah adalah Pajak, yang mana pajak daerah ini banyak jenisnya dan berbeda pemungutnya diantaranya adalah jenis-jenis pajak daerah tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk Pajak Pusat. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang mempunyai hak/manfaat atas Bumi dan Bangunan dan diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Dengan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai PBB sehingga hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis akhirnya dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERANAN ANGGARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”.
1.2  Identifikasi Masalah


Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana anggaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Bagaimana peranan anggaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga mengenai kondisi pelaksanaan pemungutannya, yang kemudian oleh penulis akan diolah, dianalisis dan di interpretasikan ke dalam sebuah skripsi untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui Peranan Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 
Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut diantaranya untuk :

a. Bagi Penulis, merupakan salah satu sarana latihan dalam menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi Instansi, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

c. Pengembangan ilmu Akuntansi, dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu Akuntansi dapat lebih bermanfaat dan bernilai, guna mendukung pengembangan ilmu Akuntansi itu sendiri sehingga ilmu Akuntansi dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan teknologi.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh Negara kita bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Pemerintah tidak bisa melaksanakan pembangunan Nasional tanpa adanya biaya yang memadai, pembiayaan dinegara kita sebagian bisa berasal dari penerimaan pajak setiap tahunnya.


Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”                         (2000:1)

Salah satu penerimaan Pajak di Indonesia berasal dari penerimaan PBB yang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling besar jumlahnya dan pengaruhnya bagi pembangunan di Indonesia, selain tergantung pada sumber daya manusianya dan dana yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Pemungutan PBB telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum didalam UU RI No.12 Tahun 1994 tentang PBB yang menyatakan bahwa : “PBB dikenakan kepada setiap orang atau badan yang mempunyai hak/manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai/memperoleh manfaat atas bangunan”. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanan pemungutan PBB terlebih dahulu menganggarkan target yang akan dicapainya, agar rencana penerimaan PBB tersebut sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut M. Nafarin definisi anggaran dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” adalah sebagai berikut:

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dalam bentuk tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.”                                                                                             (2004:12)

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran (Budgeting) merupakan suatu alat atau rencana yang dinyatakan dalam unit moneter serta penyusunannya harus di musyawarahkan terlebih dahulu sehingga hasilnya dapat memberikan informasi kepada manajemen agar dapat mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Dan dibuat dalam bentuk tertulis serta secara sistematis dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan anggaran yang telah ditetapkan karena perencanaan anggaran ini digunakan dalam periode tertentu yang akan datang. 

1.5.2      Kerangka Pemikiran

















Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

1.5.3 Hipotesis
Untuk mengetahui apakah terdapat peranan anggaran PBB dalam realisasi PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, digunakan perumusan hipotesis sebagai berikut :
1. 
H0 : ρ = 0 ;
Anggaran tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam realisasi PBB

2. 
H1 : ρ ≠ 0 ;
Anggaran mempunyai peranan yang signifikan dalam realisasi PBB 

1.6 
Lokasi dan Waktu Penelitian.


Penulis melaksanakan Penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No.2 Bandung 40111. Adapun waktu untuk melaksanakan Penelitian dimulai sejak tanggal 24/11/2005 sampai dengan tanggal 30 Januari 2006.
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Hipotesis terdapat peranan anggaran dalam realisasi





Peranan anggaran PBB dalam realisasi PBB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung








